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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Para pelaku 

kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Tidak sedikit pelaku 

kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya. Senjata api dan bahan 

peledak pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melancarkan 

kejahatannya. Terorisme yang dilakukan oleh para pelaku teror banyak menggunakan 

senjata api dan bahan peledak. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku 

teror. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga 

sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu 

saja menggangu keamanan dan ketertiban di masyarakat.  

Menurut Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 1976,  senjata api adalah salah satu alat 

untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan. 

Bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus 

yang penggunannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Inpres tersebut 

menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non 

pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran 

tugasnya.  
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Untuk melaksanakan Inpres tersebut, Menteri Pertahanan dan Keamanan telah 

membuat kebijakan melalui Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 

Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut ketentuan perundang-undangan 

diberi wewenang menjalankan tugas dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban.  

Selanjutnya di tahun 2010, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan 

Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan 

Tentara Nasional Indonesi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik 

Indonesia No. 7 Tahun 2010.1 Peraturan ini sekaligus menghapus Surat Keputusan 

MenHankam No. KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam peraturan ini, 

perorangan (orang perseorangan warga Negara Indonesia atau Pejabat Negara tertentu), 

dapat diberi izin untuk memiliki senjata api dengan batasn-batasan tertentu. Izin tersebut 

diberikan oleh Menteri Pertahanan (Pasal 7 ayat (1) dan (4)). 

Pasal 7 

 

(1)  Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, 
penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, 
peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya 
diperlukan izin Menteri. 

   

                                                           
1Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia 

tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia 
No. 7 Tahun 2010, Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 338. 
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